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Abstrak 
Salah satu  tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan pendidikan adalah memenuhi komitmen global untuk pencapaian sasaran-sasaran Millenium Development Goals (MDGs). Karena itu peranan UNY sebagai bagian dari magistravum schoolarum, dituntut agar bestpractice dalam bidang pendidikan, maka kerjasama strategis perlu dilakukan UNY dengan Pemerintah Daerah sebagai wilayah otonomi. Karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah; (1) Menghasilkan model kerjasama institusi sebagai model bestpractice bagi implementasi dan penguatan peran strategis UNY, sehingga dapat merealisasikan tercapainya sasaran millenium development goals (MDGs), (2) Menggambarkan kondisi saat ini dan trend masa mendatang pendidikan dan kebudayaan, baik pada skala nasional maupun skala regional Kabupaten Bulungan, (3) Mendapatkan data mengenai tingkat penerapan dan pencapaian Standar Nasional Pendidikan di Kabupaten Bulungan, (4) Mengintegrasikan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan baik pada tataran nasional, provinsi maupun pada tataran Kabupaten Bulungan, (5) Memberikan referensi dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) bidang pendidikan.
Metode penelitian yang digunakan adalah Research and Development (R&D) dengan menggunakan Lima Fase Perancangan Kegiatan Model Spiral diadaptasi dari  ‘Five phases of instructional design’ dari Cennamo dan Kalk, (2005:6). Dalam model spiral ini dikenal 5 (lima) fase pengembangan yakni: (1) definisi (define), (2) desain (design), (3) peragaan (demonstrate), (4) pengembangan (develop), dan (5) penyajian (deliver). Hasil penelitian yang dilakukan melalui pemantauan terhadap sosialisasi, ketersediaan dan keterlaksanaan Stándar Nasional Pendidikan menunjukkan bahwa; (1) ketersediaan dokumen tentang standar beserta dokumen-dokumen pendukungnya di sekolah dan unit-unit kerja yang terkait masih belum maksimal, hanya 67% responden  yang menyatakan bahwa dokumen SNP tersedia di sekolahnya, (2) Sekolah yang telah memiliki dokumen KTSP secara lengkap (tujuan pendidikan, muatan kurikulum, kalender pendidikan, dan silabus) tidak lebih dari 78%, yang bisa diartikan bahwa yang telah melaksanakan KTSP secara penuh baru 78%. (3) Standar SDM masih jauh untuk bisa terpenuhi baik Standar Kualifikasi Akademik (TK 15%; SD 30%; SMP 70%; SMA 90%) maupun Standar Kompetensinya (dihitung dari yang telah memperoleh sertifikat pendidik, hanya 16% guru dari semua jenjang pendidikan, dan menurut hasil analisis data pemantauan, guru yang telah menguasai semua sub-kompetensi dalam;  pedagogis (42%),  kepribadian (76%), kompetensi sosial (75%), dan (d) kompetensi profesional (39%). Berdasarkan data-data pemantauan ini maka selanjutnya akan dikembangankan rancangan grand design pendidikan Kabupaten Bulungan pada tahap berikutnya.
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PENDAHULUAN
Renstra Kemdiknas 2010-2014 merumuskan beberapa paradigma penyelenggaraan pendidikan yang meliputi: pemberdayaan manusia seutuhnya, pembelajaran sepanjang hayat berpusat pada peserta didik, pendidikan untuk semua, dan pendidikan untuk perkembangan, pengembangan, dan/atau pembangunan berkelanjutan. Salah satu  tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan pembangunan pendidikan adalah memenuhi komitmen global untuk pencapaian sasaran-sasaran Millenium Development Goals (MDGs), Education For All (EFA), Education for All, dan Education for Sustainable Development (EfSD).
Millenium Development Goals (MDGs) merupakan delapan tujuan pembangunan internasional yang telah disepakati oleh 192 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa termasuk Indonesia dan sedikitnya 23 organisasi internasional. MDGs memiliki delapan capaian yang harus terlaksana pada tahun 2015. 
Terkait dengan  tujuan pembangunan nasional yang dituangkan dalam Renstra Kemdiknas 2010-2014 dan komitmen dengan sasaran pembangunan global (MDGs dan EfDS) tersebut, maka salah satu tantangan bagi Universitas Negeri Yogyakarta sebagai salah satu Institusi LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) yang terkemuka di Indonesia adalah mampu mengimplementasikannya dalam bidang pendidikan. UNY sebagai bagian dari magistravum schoolarum, yaitu lembaga terhormat yang di dalamnya adalah sekumpulan ilmuwan, cendekiawan, dan mahasiswa. 
Tantangan ini tentu saja harus dijawab tidak hanya sekedar melalui pengembangan keilmuan yang sifatnya teoritik, tetapi harus mengarah pada upaya menghasilkan bestpractice yang dapat dijadikan model unggulan yang sekaligus memperkokoh peranan UNY secara Nasional. Untuk itu diperlukan program penelitian unggulan yang berorientasi pada upaya menghasilkan bestpractice yang kedepannya memungkinkan untuk dapat menambah/income generating universitas.  Dalam era desentralisasi dan otonomi daerah saat ini, maka kerjasama strategis harus dilakukan UNY dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kabupaten sebagai wilayah otonomi. Hal ini sejalan dengan Rencana Induk Pengembangan Penelitian di UNY yang berkaitan dengan Penelitian Kerjasama dan Pemberdayaan Masyarakat  sera Pengembangan Model Penelitian Kebijakan.
Kebijakan nasional di bidang pendidikan dan komitmen sasaran pembangunan global, tentu saja membawa implikasi pada strategi pengambilan kebijakan di daerah. Pendidikan adalah salah satu indikator keberhasilan suatu daerah baik ditinjau dari kepentingan jangka pendek untuk meningkatkan daya saing daerah dalam bidang pendidikan, maupun kepentingan jangka panjang sebagai investasi strategis dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Karena itu sesuai dengan Undang-undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang desentralisasi dan otonomi daerah, maka Pemerintah Daerah memiliki peranan yang sangat strategis untuk mengembangkan bidang pendidikan di daerahnya. 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka sangat perlu dan mendesak dilakukan sebuah penelitian dalam bentuk kerjasama institusi yang dalam kesempatan ini mengambil judul,” Model Penelitian Kerjasama Institusi Dalam Pemantauan Standar Nasional Pendidikan (SNP) Sebagai Basis Data untuk Pengembangan Grand Design Pendidikan di Wilayah Otonomi Menuju Tercapainya Millenium Development Goals (MDGs)”.
Dalam rancangan penelitian ini kerjasama dirancang antara UNY dengan Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur, dengan pertimbangan kemudahan akses Tim Peneliti sebagai Tim Adhoc BSNP dalam kegiatan Pemantauan 8 Standar Pendidikan disana dan pertimbangan ketersediaan biaya yang cukup berdasarkan komitmen pemerintah Kabupaten Bulungan untuk menganggarkan bidang pendidikan sebesar 20% dari APBD-nya. Grand Design pendidikan harus sesuai dengan kondisi demografis, geografis, geosentris serta kultur sosial budaya yang dominan. Oleh karena itu penyusunan Grand Design harus dimulai dengan potret terkini yang terlihat dari hasil pemantauan terhadap pelaksanaan standar nasional pendidikan dan tetap pememperhatikan aspirasi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Bulungan. Hasilnya di jadikan bahan pengembangan Grand Design Pendidikan  yang merupakan terjemahan kebijakan nasional tentang pendidikan dan kebudayaan, visi, misi, pengembangan, dan searah dengan kebijakan umum pengembangan dan pembangunan Kabupaten Bulungan ke masa depan. 
Adapun tujuan khusus dari penelitian kerjasama institusi dalam pemantauan standar pendidikan sebagai basis data bagi penyusunan dan pengembangan Grand Design  Pendidikan di Kabupaten Bulungan ini adalah: (1) Menghasilkan model kerjasama institusi sebagai model bestpractice bagi implementasi dan penguatan peran strategis UNY sebagai LPTK terkemuka dalam bidang pendidikan di Indonesia, sehingga dapat merealisasikan tercapainya sasaran millenium development goals (MDGs), (2) Menggambarkan kondisi saat ini dan trend masa mendatang pendidikan dan kebudayaan, baik pada skala nasional maupun skala regional Kabupaten Bulungan, (3) Mendapatkan data mengenai tingkat penerapan dan pencapaian Standar Nasional Pendidikan (mencakup; ketersediaan dan sosialisasi tentang dokumen standar isi, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, dan standar pembiayaan) di Kabupaten Bulungan, (4) Mensinkronisasikan, mengintegrasikan, dan menyelaraskan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan baik pada tataran nasional, Propinsi maupun pada tataran Kabupaten Bulungan, (5) Memberikan pedoman, petunjuk, referensi dalam menyusun Rencana Kinerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) bidang pendidikan, baik bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan beserta unit kerja dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan, maupun maupun Pemerintah Kabupaten Bulungan yang berkewenangan menyelenggarakan pendidikan.

METODE PENELITIAN
Secara metodologis, penelitian kerjasama institusi antara UNY dan Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam pemantauan penerapan 8 standar pendidikan nasional sebagai dasar  penyusunan Grand Design Pendidikan Kabupaten Bulungan melalui tahapan-tahapan sebagaimana tampak pada tahapan di bawah ini. Penelitian kerjasama institusi antara UNY dan Pemerintah Kabupaten Bulungan pada tahun pestama difokuskan pada pemantauan terhadap sosialisasi dan penerapan 8 Standar Pendidikan di Kabupaten Bulungan  menggunakan tahapan sebagai berikut:
(1) Persiapan pemantauan (penyusunan instrumen dan pelatihan surveyor)
(2) Pelaksanaan pemantauan
(3) Data entry
(4) Analisis data
(5) Pemaparan hasil analisis
(6) Perumusan Kesimpulan
(7) Perumusan Rekomendasi
(8) Penulisan Laporan Lengkap
     Penelitian  mencakup aspek-aspek berikut: 
(1) ketersediaan dokumen,
(2) sosialisasi,
(3) pelaksanaan standar, 
(4) tingkat pencapaian standar, dan
(5) pelaksanaan ketentuan tentang Buku Teks Pelajaran dan Ujian Nasional.
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Pemikiran yang berkembang dan muncul selama pra workshop/FGD selanjutnya dibahas, digali, dianalisis, dirumuskan butir-butir penting dan hasilnya  berupa Draf Grand Design.  Hasil Draf Grand Design kemudian dilakukan penyempurnaan I berdasarkan review internal yang melibatkan mulai dari sekolah, Dewan Pendidikan  eselon IV sampai dengan Eselon II dalam jajaran Dinas pendidikan Kabupaten Bulungan. Hasil dari penyempurnaan I dilakukan penyempurnaan II berdasarkan hasil review external yang melibatkan berbagai Stakholder pendidikan khususnya yang tidak berada di Jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan, dan sekaligus sebagai  uji publik terhadap grand design. Dalam Uji publik, semua pihak berkesempatan memberi koreksi dan masukan guna penyempurnaan grand design dan ditampung oleh Tim Penyusun sebagai bahan penyempurnaan gran design. Setelah disempurnakan, maka grand design Pendidikan Kabupaten Bulungan dinyatakan final dan selanjutnya diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk dapatnya  sebagai produk hukum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil analisis data pemantauan tentang pelaksanaan, penerapan, dan pencapaian (1) Standar Isi, (2) Standar Kompetensi Lulusan, (3) Standar Guru, (4) Standar Kepala Sekolah, (5) Standar Pengawas, (6) Ketentuan mengenai Buku Teks Pelajaran, dan (7) Ketentuan mengenai Ujian Nasional.  Namun sebelum itu, hasil analisis data pemantauan terhadap beberapa aspek yang terkait dengan Standar Nasional Pendidikan akan dipaparkan lebih dahulu, yaitu meliputi (1) ketersediaan dokumen, (2) cara perolehan dokumen, dan (3) sosialisasi dokumen. 
Tingkat kualifikasi Pendidikan Kepala sekolah SD yang belum memenuhi kualifikasi S1 ke atas mencapai 48% (Kepala SD 28% ijazah tertinggi setingkat SPG/SGO dan 20% setingkat D1/D2/D3). Tingkat kulifikasi pendidikan kepala sekolah SLTP masih ada yang berpendidikan D1/D2/D3 sebanyak 8%, sedangkan yang sudah setingkat S2 adalah 20%. Sedangkan di tingkat SLTA yang sudah memiliki kualifikasi S2 baru 31%.
1. [bookmark: _Toc253132308]Dokumen tentang Standar Nasional Pendidikan  dan Dokumen Pendukungnya
   Bagian ini berisi hasil analisis data pemantauan tentang ketersediaan, cara perolehan, dan sosialisasi dokumen tentang Standar Nasional Pendidikan dan dokumen pendukungnya. Data diperoleh dari hasil wawancara dengan responden guru, kepala sekolah, dan pengawas. Dokumen-dokumen yang ditanyakan adalah sebagai berikut:
a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SPN)
b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (GdD)
c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)
d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (SI)
e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (SKL)
f. Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (PAN)
g. Model Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (MOD)
h. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah (SPS)
i. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah (SKS)
j. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru (SG)
k. Ketentuan tentang Buku Teks Pelajaran (BTP)
l. Ketentuan tentang Ujian Nasional (DUN)

Responden guru hanya ditanya tentang dokumen Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan, dan Standar Guru, responden kepala sekolah ditanya tentang semua dokumen, dan responden pengawas ditanya semua dokumen kecuali dokumen  ketentuan tentang  Buku Teks Pelajaran dan Ujian Nasional.
2. [bookmark: _Toc253132309]Ketersediaan Dokumen
       Untuk memantau ketersediaan dokumen standar dan pendukungnya, responden ditanya apakah dia memiliki atau di kantornya tersedia dokumen tersebut. Responden tidak harus memiliki dokumen tersebut.  Dalam wawancara dengan responden, surveyor diminta untuk mengecek keberadaan dokumen tersebut dengan meminta responden menunjukkan bukti fisiknya atau melalui pertanyaan-pertanyaan yang menggali.



[bookmark: _Toc252529112]Gambar 1. Ketersediaan Dokumen



Secara logis, diharapkan ketersediaan dokumen yang relevan dengan status responden (guru, kepala sekolah, dan pengawas) dan tugas yang harus mereka laksanakan cenderung lebih tinggi angkanya daripada yang tidak secara langsung terkait dengan status dan tugas-tugas responden. Oleh karena itu, angka yang tinggi pada ketersediaan dokumen Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan, model KTSP, panduan penyusunan KTSP bagi responden guru, kepala sekolah, dan pengawas dapat dianggap wajar atau sesuai dengan harapan. Demikian juga angka yang tinggi pada ketersediaan Standar Kepala Sekolah bagi responden kepala sekolah, dan angka yang tinggi pada ketersediaan Standar Pengawas bagi responden pengawas.
Yang dianggap tidak wajar atau tidak sesuai dengan harapan adalah angka yang rendah pada keberadaan ketentuan tentang Buku Teks Pelajaran oleh responden guru (39%). Hal ini membawa implikasi pada muatan materi pelajaran yang diajarkan sangat mungkin menyimpang dari standar isi yang seharusnya. Hal ini juga bias diartikan sebagai kurang perhatian guru pada sumber belajar yang lebih actual dan sesuai dengan standarnya. 
Berdasarkan respon responden pengawas terlihat bahwa ketersediaan Standar Pengawas Sekolah masih rendah bagi responden Pengawas (32.3%). Jika itu diartikan sebagai rendahnya perhatian pengawas pada kualifikasi dan kompetensi yang harus dimilikinya untuk menjadi pengawas  yang professional, keadaan ini perlu memperoleh perhatian dan tindak lanjut. Selain itu, tampaknya ada hubungan antara rendahnya angka kepemilikan dokumen Standar Pengawas Sekolah oleh responden pengawas (67.3%) dengan rendahnya angka keikutsertaan mereka dalam sosialisasi tentang Standar Pengawas Sekolah (61%). 
Dari responden Kepala Sekolah yang masih terlihat rendah adalah tentang kepemiliki Undang-undang Guru dan Dosen (53%) serta Standar pengawas sekolah (58.3%). Yang juga dianggap kurang wajar atau tidak sesuai dengan harapan adalah angka yang rendah pada ketersediaan Standar Kepala Sekolah bagi responden Kepala Sekolah (68%). Jika itu diartikan sebagai belum tingginya perhatian Kepala Sekolah pada kualifikasi dan kompetensi yang harus dimilikinya untuk menjadi Kepala Sekolah yang  professional, keadaan ini perlu memperoleh perhatian dan tindak lanjut.
[bookmark: _Toc252529113]Gambar 2. Kepemilikan Dokumen oleh Kepala Sekolah Negeri dan Swasta


	Jika data pemantauan tentang ketersediaan dokumen dipilah berdasarkan kategori Negeri dan Swasta, tampak jelas masih ada kesenjangan. Semua dokumen tentang Standar Nasional Pendidikan beserta dokumen pendukungnya lebih banyak tersedia di sekolah/madrasah (berdasarkan responden kepala sekolah/madrasah) di Negeri daripada yang tersedia di Swasta. Penyebab adanya kesenjangan ini mungkin faktor sosialisasi, pengelolaan yang belum baik khususnya berkaitan dengan pendanaan, dan/atau belum maksimalnya bantuan pemerintah pada sekolah swasta.
	Jika data pemantauan tentang ketersediaan dokumen dipilah berdasarkan kategori sekolah di sekitar ibukota kabupaten dan sekolah yang jauh dari ibukota kabupaten maka terlihat bahwa semua dokumen tentang Standar Nasional Pendidikan beserta dokumen pendukungnya lebih banyak tersedia di sekolah di sekitar ibukota kabupaten kategori tinggi daripada di kelompok sekolah yang jauh dari ibukota kabupaten. Data ini dapat digunakan sebagai bahan untuk lebih memperhatiakan lagi perluasan akses dan pemerataan kualitas sekolah.
Jika data pemantauan tentang ketersediaan dokumen dipilah berdasarkan kategori jenjang pendidikan, ada kesenjangan. Semua dokumen Standar Nasional Pendidikan beserta dokumen pendukungnya kecuali model KTSP. Penyebab kesenjangan ini mungkin faktor sosialisasi, kebutuhan yang dirasakan oleh pendidik dan tenaga kependidikan, dan/atau tidak maksimalnya fungsi kepemimpinan. Khusus untuk model Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan ketentuan tentang Buku Teks Pelajaran, tampaknya kebutuhan di jenjang pendidikan dasar lebih dirasakan daripada di tingkat pendidikan menengah sehingga ketersediaannya lebih tinggi.
3. [bookmark: _Toc253132310]Cara Perolehan Dokumen
      Responden yang menyatakan bahwa dia memiliki atau di kantornya tersedia dokumen standar dan pendukungnya ditanya bagaimana cara memperoleh dokumen tersebut. Terdapat dua alternatif jawaban yakni, responden memperoleh dokumen tersebut dari atasannya dan/atau responden berinisiatif mencari sendiri dokumen tersebut.
1. [bookmark: _Toc252526887][bookmark: _Toc253132387]Cara Perolehan Dokumen
	
	Guru
	Kasek
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	Atasan
	Sendiri
	Atasan
	Sendiri
	Atasan

	SPN
	
	31.67%
	56.65%
	48.89%
	40.00%

	GdD
	
	46.67%
	53.33%
	58.73%
	41.27%

	SNP
	
	23.33%
	61.67%
	48.86%
	50.91%

	SI
	6.67%
	80.00%
	23.33%
	58.33%
	45.31%
	54.69%

	SKL
	8.33%
	80.00%
	21.67%
	76.67%
	43.46%
	55.09%

	PAN
	
	21.67%
	65.00%
	43.50%
	56.05%

	MOD
	
	13.33%
	65.00%
	47.49%
	52.28%

	SPS
	
	13.33%
	35.00%
	50.34%
	50.11%

	SKS
	
	18.33%
	80.00%
	50.35%
	48.47%

	SG
	15.00%
	51.67%
	15.00%
	46.67%
	49.29%
	49.29%

	BTP
	
	11.67%
	56.67%
	

	DUN
	
	13.33%
	76.67%
	



Gambar 3. Cara Perolehan Dokumen oleh Kepala Sekolah 



Dalam memperoleh dokumen tentang Standar Nasional Pendidikan serta dokumen yang terkait, guru cenderung lebih sedikit inisiatifnya daripada kepala sekolah, dan kepala sekolah cenderung lebih sedikit inisiatifnya daripada pengawas dalam mencari sendiri dokumen tersebut. Dari segi hirarki, kepala sekolah memiliki kewajiban menyampaikan dokumen-dokumen tersebut kepada para guru di sekolahnya sehingga guru lebih banyak bisa mengandalkan perolehan dari atasan daripada harus mencari sendiri. 
Data yang menunjukkan bahwa kepala sekolah cenderung lebih banyak menerima dokumen dari atasan daripada pengawas dapat ditafsirkan lebih banyaknya inisiatif pengawas daripada kepala sekolah untuk memperoleh dokumen tersebut.  Namun dilihat dari peranan kepala dinas Kabupaten/kota, yang memiliki kewajiban menyampaikan dokumen-dokumen tersebut kepada kepala sekolah dan pengawas, tampaknya kepala dinas cenderung memberikan perhatian kepada kepala sekolah lebih banyak daripada kepada pengawas. Pengawas lebih banyak mencari sendiri daripada kepala sekolah  mungkin karena merasa tidak memperoleh sosialisasi yang cukup dari atasan dalam hal perolehan dokumen tentang Standar Nasional Pendidikan dan dokumen pendukungnya, atau mungkin karena merasa memiliki tanggung Jawab  yang lebih besar daripada kepala sekolah.
Oleh karena itu, jika ditinjau dari bekerjanya sistem birokrasi, yaitu atasan harus mendistribusikan dokumen yang dimilikinya kepada bawahan, angka yang lebih tinggi pada perolehan dokumen dari atasan oleh responden guru dan responden kepala sekolah tampaknya telah sesuai harapan. Namun, sistem birokrasi seperti itu tampaknya tidak bekerja sesuai dengan harapan pada responden pengawas.
4. [bookmark: _Toc253132311]Sosialisasi Dokumen
      Pada butir tentang sosialisasi dokumen, responden hanya ditanya mengenai sosialisasi dokumen standar yakni Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pengawas Sekolah, Standar Kepala Sekolah, dan Standar Guru serta Panduan Penyusunan/Model Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan; dokumen yang lain tidak ditanyakan.   Seperti pada ketersediaan dokumen, guru hanya ditanya tentang sosialisasi Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan, dan Standar Guru.  Responden ditanya apakah pernah mengikuti sosialisasi (pelatihan/bimbingan teknis) tentang dokumen tersebut.
[bookmark: _Toc252526888][bookmark: _Toc253132388]Sosialisasi Dokumen tentang Standar
	Dokumen
	Guru
	Kasek
	Pengawas

	SI
	55.00%
	55.00%
	71.11%

	SKL
	53.33%
	75.33%
	73.33%

	PAN/MOD
	
	68.33%
	68.89%

	SPS
	
	50.00%
	73.33%

	SKS
	
	85.00%
	64.44%

	SG
	73.33%
	80.00%
	71.11%



Gambar 4. Sosialisasi Dokumen tentang Standar 


Jika sosialisasi dianggap sebagai prasyarat untuk memahami dan kemudian melaksanakan, harapannya angka keikutsertaan sosialisasi guru, kepala sekolah, dan pengawas tentang standar-standar nasional yang relevan dengan status dan pekerjaan mereka mendekati 100%. Oleh karena itu, tampaknya sosialisasi yang diikuti oleh guru, kepala sekolah, dan pengawas belum maksimal. Angkanya hanya berkisar antara 50,00% sampai dengan 86,67%. Yang perlu memperoleh perhatian lebih serius lagi adalah angka keikutsertaan sosialisasi oleh kepala sekolah tentang standar pengawas hanya 50%. Seharusnya kepala sekolah memahami standar pengawas sekolah adalah bagian yang sangat penting untuk peningkatan mutu Sekolah.
Jika data pemantauan tentang sosialisasi dokumen standar beserta dokumen pendukungnya dipilah berdasarkan kategori Negeri dan Swasta, terlihat jelas adanya kesenjangan. Sosialisasi semua dokumen tentang standar beserta dokumen-dokumen pendukungnya lebih banyak dilakukan di Negeri daripada di Swasta sebagaimana yang dinyatakan oleh responden guru, kepala sekolah, dan pengawas. Kemungkinan besar faktor ini yang menyebabkan kesenjangan antara Negeri dan Swasta dari segi ketersediaan dokumen-dokumen tersebut.
Jika data pemantauan tentang sosialisasi dokumen standar beserta dokumen pendukungnya dipilah berdasarkan kategori negeri dan swasta, juga tampak ada kesenjangan. Sosialisasi semua dokumen tentang standar beserta dokumen-dokumen pendukungnya lebih banyak dilakukan untuk sekolah-sekolah negeri daripada untuk sekolah swasta. sebagaimana yang dinyatakan oleh responden guru dan kepala sekolah. 

[bookmark: _Toc252526889][bookmark: _Toc253132389]Penyelenggara Sosialisasi
	Standar
	Pusat
	Provinsi
	Kabupaten/Kota

	
	Guru
	Kasek
	Peng.
	Guru
	Kasek
	Peng.
	Guru
	Kasek
	Peng.

	SI (4)
	11.67%
	10.59%
	6.67%
	26.67%
	12.94%
	28.89%
	75.00%
	56.25%
	53.33%

	SKL (5)
	10.00%
	12.06%
	6.67%
	25.33%
	28.26%
	28.89%
	73.03%
	69.10%
	53.67%

	PAN (6)
	
	13.74%
	7.33%
	
	30.69%
	25.67%
	
	56.25%
	52.33%

	SPS (8)
	
	13.02%
	7.67%
	
	27.15%
	26.33%
	
	69.81%
	53.33%

	SKS (9)
	
	11.80%
	6.67%
	
	30.30%
	27.33%
	
	67.62%
	42.33%

	SG (10)
	10.33%
	10.20%
	6.33%
	25.33%
	30.90%
	26.67%
	70.90%
	73.81%
	53.67%



Dari segi penyelenggara sosialisasi, pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, polanya telah sesuai dengan harapan. Guru, kepala sekolah, dan pengawas cenderung lebih banyak mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota daripada yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi, dan lebih banyak mengikuti yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi daripada yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat. Hanya saja masih ada sekitar 10.50% yang beranggapan belum mendapatkan sosialisasi. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di gambar 5. 
Gambar 5. Penyelenggara Sosialisasi Dokumen tentang Standar 


5. [bookmark: _Toc253132312]Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan
       Bagian ini berisi paparan hasil analisis data pemantauan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan, yang terdiri dari aspek penerapan dan pencapaian standar, penilaian responden terhadap Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan, serta hambatan penerapan Standar Isi dan pencapaian Standar Kompetensi Lulusan.  
a. [bookmark: _Toc253132313]Penerapan Standar
        Aspek penerapan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan hanya dilihat pada penerapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).   Responden guru dan kepala sekolah ditanya tentang  proses pengembangan KTSP di sekolahnya, adanya dukungan narasumber dari pemerintah kabupaten/kota, provinsi, atau pusat untuk pengembangan KTSP, keberadaan dan kelengkapan dokumen KTSP di sekolahnya, jenis muatan lokal yang dikembangkan di sekolahnya, pelaksanaan KTSP, serta adanya pemantauan KTSP oleh instansi yang berwenang.     
b. [bookmark: _Toc253132314]Proses Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
      Dalam proses pengembangan KTSP, yang dilihat adalah (1) pemrakarsa pengembangan KTSP, (2) strategi yang dipakai dalam mengembangkan KTSP, serta (3) keterlibatan pihak-pihak yang seharusnya berperan dalam pengembangan KTSP.
c. [bookmark: _Toc253132315]Pemrakarsa Pengembangan KTSP
	Dalam hal prakarsa, responden bisa memilih lebih dari satu Jawaban sehingga persentasenya bisa lebih dari 100%.
[bookmark: _Toc252526890][bookmark: _Toc253132390]Pemrakarsa Pengembangan KTSP
	Pemrakarsa Pengembangan
	Responden Guru
	Responden Kasek

	Dinas Pendidikan
	18,75%
	25,00%

	Sekolah
	62.50%
	55,00%

	Sekolah dan Dinas Pendidikan
	18,75%
	25,00%



Gambar 6. Pemrakarsa Pengembangan KTSP
Angka yang menunjukkan proporsi prakarsa pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (62.50%) yang lebih banyak datang dari sekolah daripada dari dinas pendidikan sesuai dengan harapan karena pada dasarnya pengembangan KTSP didasari konsep manajemen berbasis sekolah. Kegiatan penelitian selanjutnya adalah melakukan revisi berdasarkan hasil FGD (focus group discussion) antara tim peneliti dengan pihak BAPEDA Kabupaten Bulungan dan stakeholders pendidikan. 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
A. [bookmark: _Toc253132373]Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis data, yang diperoleh melalui wawancara dengan para responden, ditarik kesimpulan berikut ini.
1. Faktor yang paling menghambat dalam peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Bulungan adalah masalah pencapaian standar kualifikasi akademik baik bagi guru, kepala sekolah maupun pengawas.
2. Kemampuan sekolah dalam mengembangkan KTSP masih perlu ditingkatkan melalui pelatihan dan pendampingan yang intensif.
3. Dilihat dari kategori negeri-swasta, masih ada kesenjangan dalam pencapaian Standar Kompetensi Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas.
4. Keadaan sekolah yang terkait dengan jumlah rombongan belajar dan jumlah siswa setiap rombongan belajar masih perlu disesuaikan agar memenuhi standar. 
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Dinas Pendidikan	Guru	Kasek	0.5625	0.69099999999999995	Sekolah	Guru	Kasek	0.12939999999999999	0.28260000000000002	Sekolah dan Dinas P	Guru	Kasek	0.10589999999999998	0.12060000000000012	



Guru	SPN	GdD	SNP	SI	SKL	PAN	MOD	SPS	SKS	SG	BTP	DUN	0.72300000000000064	0.48900000000000032	0.75600000000000589	0.87800000000000566	0.80500000000000005	0.73200000000000065	0.80480000000000063	0.39000000000000296	0.80500000000000005	Kasek	SPN	GdD	SNP	SI	SKL	PAN	MOD	SPS	SKS	SG	BTP	DUN	0.81180000000000063	0.64350000000000063	0.83400000000000063	0.98	0.91300000000000003	0.87900000000000578	0.75600000000000589	0.53700000000000003	0.68300000000000383	0.78100000000000003	0.73200000000000065	0.90200000000000002	Pengawas	SPN	GdD	SNP	SI	SKL	PAN	MOD	SPS	SKS	SG	BTP	DUN	0.96000000000000063	0.98	0.98	0.96140000000000003	1	0.88100000000000267	0.88400000000000267	0.3330000000000034	0.55600000000000005	0.66700000000000681	



Negeri	SPN	GdD	SNP	SI	SKL	PAN	MOD	SPS	SKS	SG	BTP	DUN	0.89	0.78	0.8	0.89	0.92	0.83000000000000063	0.86000000000000065	0.74000000000000199	0.78	0.80480000000000063	0.75000000000000211	0.9	Swasta	SPN	GdD	SNP	SI	SKL	PAN	MOD	SPS	SKS	SG	BTP	DUN	0.81180000000000063	0.64350000000000063	0.75000000000000211	0.84000000000000064	0.87000000000000199	0.76000000000000223	0.75600000000000223	0.53700000000000003	0.68300000000000005	0.78100000000000003	0.34	0.86000000000000065	SPN	GdD	SNP	SI	SKL	PAN	MOD	SPS	SKS	SG	BTP	DUN	



Mencari Sendiri	SPN	GdD	SNP	SI	SKL	PAN	MOD	SPS	SKS	SG	BTP	DUN	0.31670000000000031	0.4667	0.23300000000000001	0.21670000000000053	0.21670000000000053	0.1333	0.1333	0.18330000000000021	0.15000000000000024	0.11670000000000012	0.1333	0.1333	Atasan	SPN	GdD	SNP	SI	SKL	PAN	MOD	SPS	SKS	SG	BTP	DUN	0.5665	0.5333	0.61670000000000258	0.58329999999999949	0.76670000000000271	0.65000000000000235	0.65000000000000235	0.35000000000000031	0.8	0.4667	0.56670000000000065	0.86000000000000065	SPN	GdD	SNP	SI	SKL	PAN	MOD	SPS	SKS	SG	BTP	DUN	



Guru	SI	SKL	PAN	MOD	SPS	SKS	SG	0.55000000000000004	0.5333	0	0	0	0	0.73329999999999995	Kasek	SI	SKL	PAN	MOD	SPS	SKS	SG	0.55000000000000004	0.73329999999999995	0.68330000000000002	0.68330000000000002	0.5	0.85000000000000064	0.8	Pengawas	SI	SKL	PAN	MOD	SPS	SKS	SG	0.71109999999999995	0.73329999999999995	0.68330000000000002	0.68890000000000062	0.73329999999999995	0.64440000000000064	0.71109999999999995	



Kabupaten	SI	SKL	PAN	SPS	SKS	SG	SPS	SKS	SG	0.5625	0.69099999999999995	0.5625	0.69810000000000005	0.67620000000000247	0.73810000000000064	0.13020000000000001	0.11799999999999998	0.1033	Provinsi	SI	SKL	PAN	SPS	SKS	SG	SPS	SKS	SG	0.12939999999999999	0.28260000000000002	0.30690000000000112	0.27150000000000002	0.30300000000000032	0.309000000000001	0.5	0.85000000000000064	0.8	Pusat	SI	SKL	PAN	SPS	SKS	SG	SPS	SKS	SG	0.10589999999999998	0.12060000000000012	0.13739999999999999	0.13020000000000001	0.11799999999999998	0.10199999999999998	0.73329999999999995	0.64440000000000064	0.71109999999999995	



